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TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: B-
284 /DPP-Sek/06/1438 H, tanggal 29 Maret 2017, hal
Permohonan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai
Bulan Bintang;

. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana
tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal
17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta
Pergantian Kepengurusan Partai Politik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat
Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Periode 2015-2020.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian
Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

S. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI
BULAN BINTANG PERIODE 2015-2020.

Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), dengan kedudukan
kantor tetap di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, No. 1B, Jakarta
Selatan, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 46,
tanggal 24 Maret 2017 tentang Pengesahan Susunan dan
Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode
1436-1441H/2015-2020M, yang dibuat dihadapan Muhammad
Hanafi, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.

b

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang Periode 2015-2020, adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2015, tanggal 07 Juli 2015
tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

“in HaMENTERI HUKU HAK ASASI MANUSIA
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MUKTAMARIV
PARTAI BULAN BINTANG
Nomor: 06/TAP/Muktamar IV/2015

Tentang
ANGGARAN DASAR
PARTAI BULAN BINTANG

Dengan mengharapkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu
wata'ala, Muktamar IV PARTAT BULAN BINTANG (PBB), setelah:

Menimbang : a. Bahwa Muktamar III PARTAI BULAN
BINTANG mempunyai wewenang untuk
merubah, menyempurnakan dan menetapkan
Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG;

b. Bahwa Anggaran Dasar PARTAI BULAN
BINTANG merupakan pedoman dan landasan
untuk menetapkan kebijakan partai yang
bersifat strategis, mendasar, dan operasional,
baik kedalam maupun keluar;

c¢. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan
Muktamar 11T PARTAT BULAN BINTANG.

no

Mengingat ¢ 1. Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal
7, Pasal 10, dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran
Dasar.

2. Pagal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 23 ayat (a),
Pasal 24, dan Pasal 37, Anggaran Rumah
Tangga PARTAI BULAN BINTANG

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar IV PARTAI
BULAN BINTANG pada tanggal 07 Rajab 1436

H bertepatan dengan tanggal 26 April 2015
Miladiyah.

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR IV TENTANG
ANGGARAN DASAR PARTAI BULAN BINTANG
sebagai berikut:

S 31 s G e

“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku* (QS.Az Zariat : 56)

Gpatali ez V) @ikl g

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. Al Anbiyaa: 107)

sy A 4y ey Ly B0 g3l (sl 18 g4y iy Lo 0o G 181650
A ) G ) ] B e

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yans telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan
janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-
orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah
menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan membert
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya (QS.
As- Syura:13).

Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan
dan kebajikan serta melarang tolong-menolong dalam kebathilan,
kezaliman dan kemungkaran.

Bahwa Islam adalah agama fithrah yang diturunkan oleh Allah SWT
sebagai rahmatan lil ‘alamin, merupakan sistem dan tuntunan hidup
yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk mengabdi kepada
Allah, mengelola, memelihara dan mendayagunakan seluruh alam bagi
kepentingan makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil,
berkeseimbangan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh
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makhluk ciptaamNya, karena itu manusia dilarang melakukan
kerusakan di muka bumi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terpelihara
dalam hubungan antar individu, keluarga, masyarakat, Bangsa dan
Negara der.lgan landasan persamaan prinsip keadilan di depan Hukum
dengan tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh,
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta
turut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil makmur
yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Umat Islam sebagai bagian terbesar dari Bangsa Indonesia, bertekad
n_lenglsi kemerdekaan melalui perjuangan politik untuk membangun
sistem dan masyarakat Indonesia yang Islami yang mengedepankan
musyawarah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan mewujud-
kan kemakmuran yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan se-
mangat tajdid dan ijtithad menurut tuntunan Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan dan melaksanakan tanggung jawab di
atas, dengan senantiasa memohon ridla Allah Subhanahu wa Taala
kami membentuk Partai Politik dengan Anggaran Dasar yang menj adi
kesepakatan bersama dalam pengelolaan partai, sebagai berikut:

BABI
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1
_ Nama
Partai Politik ini bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PBB.

Pasal 2
Tempat dan Waktu
Part:ai Politik ini didirikan di Jakarta pada hari Jum’at, tanggal 23
Rgbful Awwal 1419 Hijrivah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998
Miladiyah
BAB I
ASAS DAN TUJUAN
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Pasal 3
Asas

Partai Politik ini berasaskan Islam.

Pasal 4
Tujuan
(1) Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-
cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi
dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
(2) Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah tegaknya syari‘at
Islam dalam kehidupan setiap individu, keluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

BAB II1
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Sifat
Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al-amru
bil-ma’rufi wa naha ‘anil-munkar dengan cara bijaksana, santun dan

mengedepankan keteladanan.

Pasal 6

Fungsi
Partai Politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, pendidikan dan
perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat.

BAB IV
USAHA

Pasal 7
Usaha
Untuk mencapai tujuannya, Partai menjalankan aktivitas dan per—
juangan di bidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya, antara
lain:
a. Meningkatkan kesadaran dan menginsyafkan umat tentang hak-
hak dan tanggung jawab politiknya sebagai salah satu perwujudan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;
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b. Meningkatkan kesadaran pimpinan/t i
keteladanan dalam perjuaigaﬁ; e R e

¢. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum;

d. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota ,dan masyarakat
untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau
keputusan oleh para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan
rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

e. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan’
masyarakat dan bangsa;

f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain
yang memiliki visi, misi dan kepentingan yang sama;

g. Mengfembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan
partai;

h. Menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam pembangunan karakter
umat dan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat;

i. Melaksanakan aktivitas yang halal dan baik lainnya bagi ke;nasla~
hatan umat.

BABYV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
(1) Anggota Partai ini terdiri dari:
a. Anggota Biasa.

b. Anggota Kader.

c. Anggota Teras.

d. Anggota Khusus.
e. Anggota Istimewa.

f.  Anggota Kehormatan.
(2) Ketentuar_l lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan
haknya, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEDUDUEKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN
DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 9
_ Kedudukan
ParFal Ifolitik ini berkedudukan di ibukota Negara dan keberadaannya
rn_ehputl seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
di luar negeri bilamana dipandang perlu. ,
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Pasal 10
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Partai di tangan anggota yang dilaksanakan me-

lalui Muktamar.

Pasal 11
SusunanPartai

(1) Susunan Partai terdiri dari:

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan
Pusat dan Mahkamah Partai.

b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan
Wilayah, Pimpinan Wilayah dan Badan Kehormatan Wilayah.

¢. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan
Cabang, Pimpinan Cabang dan Badan Kehormatan Cabang.

d. Pimpinan Anak Cabang (PAC) pada tingkat kecamatan atau
dengan sebutan lain yang setingkat, yaitu Majelis Pertimbangan
Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.

e. Pimpinan Ranting (PR) pada tingkat kelurahan atau sebutan
lain yang setingkat.

f Koordinator Rukun Warga pada tingkat rukun warga atau
sebutan lain yang setingkat.

g. Koordinator Rukun Tetangga pada tingkat Rukun Tetangga
atau sebutan lain yang setingkat.

(2) Pelaksanaan tugas eksternal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, dan PR
secara berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan
Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpi-
nan Ranting.

Pasal 12
Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan
(1) Majelis Syura dibentuk di tingkat Pusat, dan Majelis Pertimbangan
dibentuk di tingkat Wilayah/Cabang/Anak Cabang.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertim-
bangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
PimpinanPartai
Pimpinan (Eksekutif) Partai terdiri dari:
a. Pimpinan Pusat di tingkat nasional
b. Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi;
c. Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten/kota;
d. Pimpinan Anak Cabang di tingkat kecamatan atau sebutan lain
vang setingkat;
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o, Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan atau sebutan lain yang
setingkat;

¢ Koordinator Rukun Warga di tingkat rukun warga atau sebutan

lain yang setingkat;

g. Koordinator Rukun Tetangga di tingkat rukun tetangga atau

sebutan lain yang setingkat.

Pasal 14
Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan
(1) Pada tingkat pusat dibentuk Mahkamah Partai, pada tingkat
wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat
cabang dibentuk Badan Kehormatan Cabang.
(2) Ketentuan tentang Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Kelengkapan Pimpinan Partai
Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk:
a. Departemen di tingkat pimpinan Pusat;
b. Biro di tingkat pimpinan wilayah;
¢. Bagian di tingkat pimpinan cabang;
d. Seksi di tingkat pimpinan anak cabang;
e. Urusan di tingkat pimpinan ranting.

Pasal 16
Wali Amanah
Ormas Islam pendiri dan tokoh serta organisasi pendukung Partai
dihimpun dalam wadah Wali Amanah

Pasal 17
Badan Otonom dan Badan Khusus
(1) Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk dan mengesahkan
pendirian Badan Otonom.
(2) Pimpinan Partai dapat membentuk Badan Khusus yang bertang—
gung jawab kepada Pimpinan Partai gesuai tingkatan.

BAB VII
MUSYAWARAH DAN FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18
Musyawarah
(1). Musyawarah adalah upaya untuk memperoleh keputusan yang
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benar dan/atau yang paling sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah
Rasul, serta paling maslahat bagi ummat.

(2). Maslahat atau kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syari'ah
(magashid syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpelihara—
nya kebutuhan dasar (al-dharuriyah al-khams) yaitu (keyakinan)
agama, akal, jiwa,harta (benda), dan keturunan yang tidak ber—
tentangan dengan nash (ketentuan Islam), serta bagi kedamaian
alam semesta.

Pasal 19
Forum Pengambilan Keputusan
(1) Pengambilan keputusan dalam partai dilakukan melalui
musyawarah dalam forum Muktamar, Musyawarah Wilayah/
Cabang/ Anak Cabang/Ranting, dan Rapat-Rapat partai lainnya.
(2) Wewenang dan mekanisme pengambilan keputusan diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN& KEKAYAAN

Pasal 20
Keuangan
Keuangan Partai diperoleh dari:
a. Uang pangkal anggota;
b. Infaq, hibah, shadagah dan waqaf;
¢. Usaha-usaha lain yang halal.

Pasal 21
Kekayaan
Kekayaan adalah merupakan benda yang bergerak dan tidak
bergerak milik partai.
BAB IX
LAMBANG

Pasal 22
Lambang
Partai ini berlambang “Bulan Bintang” berwarna kuning emas di atas
dasar warna hijau dan di bawahnya bertuliskan “PARTAI BULAN
BINTANG*
BAB X
PERSELISIHAN
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Pasal 23
Perselisihan

(1) Apabila terjad: perselisihan antara anggota Partai dengan Partai
atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, peny-
elesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah untuk menca-
pai ishlah.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
dari para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Partai.

BAB X1
PEMBUBARAN

Pasal 24
Pembubaran

(1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan oleh Muktamar partai
yang khusus diselenggarakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Muktamar yang berhak hadir
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pemilik
hak suara dari yang hadir dalam Muktamar setelah mendengarkan
pertimbangan dari Wali Amanah.

(2) Dalam hal Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai
yang ada dihibahkan kepada Perserikatan atau Badan Hukum
lain yang mempunyai tujuan sama dengan Partai, dan bila harta
yang bersangkutan berupa waqaf, maka kedudukan Partai selaku
Nadhir dilimpahkan kepada Nadhir lain yang tujuannya sama
dengan tujuan Partai.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran
Dasar partai periode awal 17 Juli 1998 sampai dengan April 2000
yang disahkan dalam Muktamar I, yang diubah dalam Muktamar
IT dan diubah kedua dalam Muktamar ITI, serta diubah ketiga
dalam Muktamar IV PARTAI BULAN BINTANG.

(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Billahi at Taufiqwa al Hidayah
Ditetapkan di : Cisarua, Bogor - Jabar

Pada tanggal : 07 Rajab 1436H
26 April 2015 M

PIMPINAN MUKTAMAR IV
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua, Sekretaris

;

-t

(Ir, H. Eddy Wahyudin, MBA) (DR. Ir. Ruksamin, M.5i)
Anggota :
1. Dwianto Ananias, S.IP
2. Achmad Djabid, SH
3. H. Achmad Nasiri, S.Pd.I

4.Zulkifli, S8i., M.Si

. =T
5. H. M. Syarifien Maloko, SH, MH, M.Si \7'39.« L

6. Drs. H. Awaluddin Sibarani, M.Si B T

7. Drs. HMS. Suhary, AM., MA
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KETETAPAN MUKTAMAR IV
PARTAI BULAN BINTANG

Nomor: 07/TAP/Muktamar 1V/2015
Tentang

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI BULAN BINTANG

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah Subhanahu-
wata'ala, Muktamar TV PARTAI BULAN BINTANG (PBB), setelah:

Menimbang . a. Bahwa Muktamar IV PARTAI BULAN
BINTANG mempunyai wewenang untuk
merubah, menyempurnakan dan menetap-
kan Anggaran Rumah Tangga PARTAI
BULAN BINTANG;

b. Bahwa Anggaran Rumah Tangga PARTAI
BULAN BINTANG merupakan pedoman
dan landasan untuk menetapkan kebijakan
partai yang bersifat strategis dan operasional,
baik kedalam maupun keluar;

¢. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan
Muktamar IV PARTAT BULAN BINTANG

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10,Pasal 18 dan Pasal

23 Anggaran Dasar;

2. Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat
(4) huruf b, serta Pasal 37 Anggaran Rumah
Tangga;

3. Ketetapan Muktamar IV PARTAI BULAN
BINTANG Nomor : 01/TAP/Muktamar IV/
2015 tentang Tata Tertib Muktamar IV
PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno III Muktamar IV PARTAI BULAN
BINTANG pada tanggal 07 Rajab 1436 H / 26 April
2015 Miladiyah.
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Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KETETAPAN MUKTAMAR IV TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BULAN
BINTANG sebagai berikut :

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Persyaratan Keanggotaan

(1) Anggota Biasa adalah:

a.

Ruman

b
e}

e.

f

Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun
atau telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota Partai
Politik lain;

Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Partai;
Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang
anggota biasa partai;

Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis ke—
sediaan keanggotannya;

Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);

Tunduk dan patuh pada ketentuan dan garis perjuangan partai

(2) Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti
pelatihan formal Partai.

(3) Anggota Teras adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat-
syarat khusus, yaitu :

a.

c.
d.

Fungsionaris Partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian
setidaknya selama lima tahun secara aktif dan sungguh-
sungguh;

Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan
peraturan lain yang ditetapkan oleh partai; dan/atau

Anggota terpilih sebagai Pejabat Publik; dan/atau

Tokoh masyarakat/tokoh nasional/professional/intelektual yang
direkomendasikan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya

(4) Anggota Khusus adalah seseorang yang memiliki perhatian khusus
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terhadap partai dan pengangkatannya mendapatkan pengesahan
dari Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan
Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah.

(5) Anggt?ta Kehormatan adalah anggota yang telah berjasa terhadap
partai yang pengangkatannya dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat.

(6) Anggota Istimewa adalah organisasi atau perhimpunan yang
bukan partai politik dan memenuhi syarat-syarat antara lain
sebagai berikut:

a. Mempunyai jaringan Organisasi yang teratur dan tujuannya
searah dengan partai;

b. Mel_lgakui Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya serana
perjuangan politik;

¢. Mendapat pengukuhan dari Pimpinan Pusat.

Pasal 2
Kewajiban Anggota
(1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
(2) Anggota Kader mempunyai kewajiban :

a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan partai.

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partal.

c. Membayar nang infaq dan iuran anggota partai.

(3) Anggota Teras mempunyai kewajiban :

a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.

c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.

d. Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Per-
juangan Partai dan peraturan lainnya.

(4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan

m.empunyai kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Dewan
Pimpinan Pusat.

Pasal 3
Hak Anggota
(1) Anggota Biasa mempunyai hak :
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti kegiatan partai.
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(2) Anggota Kader mempunyai hak :
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti kegiatan partai.
c. Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai disemua tingkatan.
(3) Anggota Teras mempunyai hak :
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti kegiatan partai.
¢. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan Pimpinan Partal.
(4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan
mempunyai hak sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.

Pasal 4
Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan Partai berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan dir1 atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diten-
tukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai;
d. Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ke-
tentuan Partai;
e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik lain.

Pasal 5
Sanksi
(1) Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan
indisipliner dalam bentuk perbuatan, baik lisan maupun tulisan,
pencemaran dan/atau tindakan yang merugikan partai, dan/atau
pelanggaran ketentuan/kebijakan partai dan/atau kode etik partai.
(2) Sanksi terhadap anggota dapat berupa :
a. Teguran lisan maupun tulisan;
b. Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari personalia
Dewan Pimpinan Partai/Pimpinan Partai;
c. Pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai/
Pimpinan Partai;
d. Pemberhentian dari keanggotaan partai.
(3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut

dalam Kode Etik Partai.
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Pasal 6
Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau
Personalia Dewan Pimpinan Partai

(1) Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap ang-
gota dan/atau personalia Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh
pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui
rapat harian.

(2) Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara
terhadap anggota dari personalia Dewan Pimpinan Partaidilakukan
oleh pimpinan partai sesuai tingkatan dan kewenangannya yang
diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi
teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali.

(3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan
Pimpinan Partai diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai sesuai
tingkatan dan kewenangannya kepada Badan Kehormatan sesuai
tingkatannya dan/atau setingkat di atasnya, dan/atau Mahkamah
partai untuk diputuskan.

(4) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari personalia Dewan
Pimpinan Partai di tingkat pusat diajukan/dimohonkan oleh Pimp-
inan Pusat kepada Mahkamah partai untuk diputuskan.

(5) Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan
wajib dilaksanakan oleh pimpinan partal.

(6) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diaju-
kan/dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada
Badan Kehormatan Cabang untuk diputuskan.

(7) Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari personalia Dewan
Pimpinan Partai dan/atau keanggotaan, personalia Dewan Pimpin-
an Partai dan/atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan
diri di hadapan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai
yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya.

(8) Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keang-
gotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang
bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Ke-
hormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak mener-
ima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan
upaya kasasi kepada Mahkamah partai.

(9) Keputusan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah partai atas
upaya kasasi sebagaimana dimaksud ayat (8) bersifat final dan
mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.
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BABII
DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 7
Majelis Syura
Majelis Syura merupakan pengawal ideologi partai dan pengarah
kebijakan strategis partai.
Anggota Majelis Syura adalah ulama yang tafaqquh fied dien
wassiasyah dalam arti memiliki pemahaman Islam yang utuh
termasuk dalam masalah kemasyarakatan dan kenegaraan,
atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang
baik, istigamah dalam perjuangan penegakan syari’at Islam.
Anggota Majelis Syura merepresentasikan Wali Amanah dan/
atau tokoh gerakan Islam.
Ketua dan Anggota Majelis Syura memiliki hak dan kewajiban
vang sama.
Anggota Majelis Syura harus ganjil dan sebanyak-banyaknya
berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang
Susunan Majelis Syura terdiri dari:
a. Pimpinan dan Anggota.
b. Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris,
Wakil Sekretaris.
Ketua Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
Mekanisme dan tatacara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur
dalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Bulan Bintang.
Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada Muktamar.
Kelengkapan Pimpinan Majelis Syura dipilih dan ditetapkan
oleh Musyawarah Anggota Majelis Syura.
Masa jabatan Ketua Mejelis Syura 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali.
Majelis Syura berwenang dan berfungsi:

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan
Pimpinan Pusatyang terkait dengan:
1. Penentuan mitra politik/koalisi dengan partai politik lain;
2. Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Republik Indonesia dengan memperhatikan popularitas,
elektabilitas dan akseptabilitas.
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3. Penentuan Kader Partai yang masuk dalam jajaran
Eksekutif

b. Membuat dan memberikan arahan masalah-masalah strategis
dalam konsep pemikiran ke-Islaman dan perjuangan partai.

¢. Mengawasi dan mengoreksi kinerja Pimpinan Pusat dan teru-
tama yang terkait dengan misi ideologis.

d. Dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan.
e. Dapat membentuk pelaksana harian Majelis Syura.
£ Melakuakan kajian kajian idiologi dan selalu mensosialisasi-
kannya
(13) Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
(14) Keuangan Majelis Syura diatur dan dialokasikan secara
tersendiri.
Pasal 8
Pimpinan Pusat
(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang
lingkup kepemimpinan pada tingkat nasional, dengan ketentuan;

a. Personalia Pimpinan Pusat terdiri dari :

1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua
Umum, Ketua- Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil
Qekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara-
Bendahara;

2. Ketua-Ketua dan Anggota Departemen;

b. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh
Muktamar,

¢. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.

d. Apabila dipandang perlu Ketua umum dapat mengangkat
seorang Ketua Harian

(2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pimpinan Pusat :

a. Melaksanakan semua ketetapan Muktamar dan membuat
laporan tertulis tentang perkembangan partai secara nasional
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan
pengelolaan partai.

¢, Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan
pihak eksternal.
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d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman
Organisasi partal.

Pasal 9
Mahkamah Partai

(1) Mahkamah Partai merupakan Badan Peradilan Partai yang bersi-
fat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris
dan organisasi vang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar,
Ketentuan Partai lainnya dan/atau Kode Etik.

(2) Mahkamah Partai adalah penafsir terakhir konstitusi dan aturan
Partai.

(3) Anggota Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang

(4) Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Ketua Umum Pimpinan
Pusat bersama Majelis Syura.

(5) Susunan Mahkamah Partai yaitu :

a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
b. Para anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.

(6) Ketua Mahkamah Partai dipilih dalam Musyawarah Anggota
Mahkamah Partai.

(7) Mahkamah Partai dapat membentuk majelis hakim sesuai
kebutuhan yang bersifat ad-hoc.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Partai dibantu oleh
Panitera/Panitera Pengganti yang diangkat oleh Mahkamah
Partai.

(9) Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai memahami konstitusi
dan ketentuan partai lainnya, memiliki integritas dan akhlak
vang baik serta berlatar belakang ilmu pengetahuan hukum/
syariah.

(10) Mahkamah Partai menyelenggarakan rapat sesuai dengan
kebutuhan.

(11) Masa jabatan Anggota Mahkamah Partai 5 (lima) tahun.

(12) Dalam hal Ketua Mahkamah Partai berhalangan tetap, Wakil
Ketua Mahkamah Partai menggantikannya sebagai Ketua Mah-
kamah Partai, untuk meneruskan tugasnya sampai akhir periode,
dan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Partai dipilih dalam Musy-
awarah Anggota Mahkamah Partai.

(13) Mahkamah Partai berwenang menerima, memeriksa, dan
mengadili pengaduan:

a. Perselisihan anggota ditingkat kasasi
b. Perselisihan fungsionaris pusat untuk tingkat pertama dan
final
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c. Perselisihan Pejabat Publik untuk tingkat petama dan kasasi
a. Perselisihan organisasi disemua tingkatan untuk tingkat per-
tama dan kasasi.

(14) Tata cara dan mekanisme kerja Mahkamah Partai diatur lebih
lanjut dalam Pedoman Beracara di Mahkamah Partai yang
ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Pusat.

(15) Keuangan Mahkamah Partai diatur dan dialokasikan secara
tersendiri.

BAB II1
DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 10
Majelis Pertimbangan Wilayah

(1) Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) merupakan perpanjangan
tangan pelaksanaan tugas Majelis Syura dalam menjaga dan
mengawal ideologi partai, sekaligus merupakan mitra Pimpinan
Wilayah dalam menjalankan amanah kepemimpinan partai di
wilayahnya.

(2) Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah adalah ulama yang
tafagquh fieddien dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal me—
miliki integritas akhlak yang baik, yang peduli pada perjuangan
penegakan syari’at Islam.

(3) Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah sekurang-kurangnya ber-
jumlah 5 (lima) orang sedapat mungkin merepresentasikan Wali
Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam.

(4) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dipilih oleh Musyawarah
Wilayah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah wilayah.

(5) Majelis Pertimbangan Wilayah berwenang dan bertugas :

a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideoclogis partai sesuai
arahan Majelis Syura;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan
Wilayah terkait kebijakan strategis partai;

¢. Melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis
Pertimbangan Wilayah;

d. Mengusulkan pokok permasalahan strategis dan ideologis
untuk dibahas oleh Majelis Syura.

(6) Susunan Majelis Pertimbangan Wilayah, yaitu:

a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua, dan Sekretaris,
b. Sekurang-kurangnya 2(dua) orang Anggota;
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(7) Majelis Pertimbangan Wilayah dapat membentuk komisi-komisi

sesuai dengan keperluan.

(8) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan

Wilayah adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(9) Majelis Pertimbangan Wilayah menyelenggarakan rapat se-

kurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 11
Pimpinan Wilayah
(1) Pimpinan Wilayah (PW) adalah pimpinan partai yang mempunyai
ruang lingkup kepemimpinan tingkat provinsi, dengan ketentuan:

a. Personalia Pimpinan Wilayah terdiri dari :

1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-
Wakil Bendahara;

9. Ketua- Ketua dan Anggota Biro;

b. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musya—
warah Wilayah.
c. Masa jabatan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lma) tahun.

(2) Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pimpinan Wilayah

a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Wilayah dan mem-
buat laporan tertulis tentang perkembangan partai di wilayah—
nya.

b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan pengelo-
laan partai ditingkatannya.

c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan
pihak eksternal di wilayahnya.

d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman Organ-
isasi partai.

Pasal 12
Badan Kehormatan Wilayah

(1) Badan Kehormatan Wilayah (BKW) adalah institusi Partai di
tingkat wilayah yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang
menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap ang-
gota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan

Partai lainnya dan/atau Kode Etik.
(2) Badan Kehormatan Wilayah berwenang menerima, memeriksa,
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dan mengadili pengaduan:

a. Perselisihan anggota di tingkat banding.

b. Perselisihan Fungsionaris wilayah untuk tingkat pertama.

¢. Perselisihan organisasi di tingkat Wilayah dan organisasi di
bawahnya untuk tingkat pertama dan banding.

(3) Susunan Badan Kehormatan Wilayah yaitu :

a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
b. Para anggota sebanyak 3(tiga) orang.

(4) Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Wilayah dipilih oleh Ketua
Pimpinan Wilayah bersama Majelis Pertimbangan Wilayah.

(5) Badan Kehormatan Wilayah dapat membentuk Majelis Hakim
sesuai kebutuhan yang bersifat ad-hoc.

(6) Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan
Kehormatan Wilayah dibantu oleh Panitera yang diangkat oleh
Badan Kehormatan Wilayah.

(7) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Wilayah adalah
kader yang memahami konstitusi dan ketentuan partai, memiliki
integritas dan akhlak yang baik.

(8) Badan Kehormatan Wilayah menyelenggarakan rapat dan/atau
sidang sesuai dengan keperluan.

(9) Masa jabatan Anggota Badan Kehormatan Wilayah adalah 5 (lima)
tahun.

(10) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Wilayah
diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan Partai yang
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV
DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 13
Majelis PertimbanganCabang

(1) Majelis Pertimbangan Cabang ( MPC ) merupakan perpanjangan
tangan pelaksanaan tugas Majelis Syura dalam menjaga dan
mengawal ideologi partai, sekaligus merupakan mitra Pimpinan
Cabang dalam menjalankan amanah kepemimpinan partai di
cabangnya.

(2) Anggota Majelis Pertimbangan Cabang adalah ulama yang ta-
fagquh fieddien dan/atau tokoh masyarakat yang dikenal memi-
liki integritas akhlak yang baik, yang peduli pada perjuangan
penegakan syari'at Islam.

(3) Anggota Majelis Pertimbangan Cabang sekurang-kurangnya ber-
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jumlah 5 (lima) orang sedapat mungkin merepresentasikan Wali
Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam.

(4) Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dipilih oleh Musyawarah
Cabang dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.

(5) Majelis Pertimbangan Cabang berwenang dan bertugas :

a. Memantau pelaksanaan kebijakan ideologis partai sesuai ara-
han Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan Wilayah;
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Cabang
terkait kebijakan strategis partai;
c. Melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Per-
timbangan Anak Cabang;
d. Mengusulkan pokok permasalahan strategis dan ideologis
untuk dibahas oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
(6) Susunan Majelis PertimbanganCabang, yaitu:
a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua, dan Sekretaris;
b. Sekurang-kurangnya 2 (dua ) orang Anggota.
{(7) Majelis Pertimbangan Cabang dapat membentuk komisi-komisi
2w A sesual dengan keperluan.
(8) Masajabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Cabang
adalah 5 (lima) tahun.
(9) Majelis Pertimbangan Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 14
Pimpinan Cabang
(1) Pimpinan Cabang (PC) adalah pimpinan partai yang mempunyai
ruang lingkup kepemimpinan tingkat Kabupaten/Kota, dengan
ketentuan:
a. Personalia Pimpinan Cabang terdiri dari :
1. Pimpinan Harian yaitu: Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil-Walil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-
Wakil Bendahara;
2. Ketua- Ketua dan Anggota Bagian;

b. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musya—
warah Cabang.
c. Masa jabatan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun.

(2) Tugas, Kewajiban dan wewenang Pimpinan Cabang
a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Cabang dan
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membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di
Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah dan di—
tembuskan kepada Pimpinan Pusat;

b. Membuat kebijakan strategis yang berhubungan dengan penge-
lolaan partai ditingkatannya;

c. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan
pihak eksternal di cabangnya;

d. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman
Organisasi partai

Pasal 15
Badan Kehormatan Cabang

(1) Badan Kehormatan Cabang (BKC) adalah institusi Partai di
tingkat cabang yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang
menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap ang-
gota yang dianggap melanggar Ketetapan Muktamar, Ketentuan
Partai lainnya dan/atau Kode Etik.

(20 Badan Kehormatan Cabang berwenang menerima, memeriksa,
dan mengadili pengaduan:

a. Perselisihan anggota .
b. Perselisihan Fungsionaris tingkat Cabang.

(3) Susunan Badan Kehormatan Cabang yaitu :

a. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
b. Para anggota sebanyak 3(tiga) orang.

(4) Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Cabang dipilih oleh
Ketua Pimpinan Cabang bersama Majelis Pertimbangan Cabang.

(5) Badan Kehormatan Cabang dapat membentuk Majelis Hakim
sesual kebutuhan yang bersifat ad-haoc.

(6) Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan
Kehormatan Cabang dibantu oleh Panitera yang diangkat oleh
Badan Kehormatan Cabang.

(7) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Cabang adalah kader
vang memahami konstitusi dan ketentuan partai, memiliki
integritas dan akhlak yang baik.

(8) Badan Kehormatan Cabang menyelenggarakan rapat dan/atau
sidang sesuai dengan keperluan.

(9) Masa jabatan Anggota Badan Kehormatan Cabang adalah 5
(lima) tahun.

(10) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan Cabang
diatur dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan Partai yang
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ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BABYV
DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 16
Majelis Pertimbangan Anak Cabang

Majelis Pertimbangan Anak Cabang (MPAC) dapat dibentuk di

tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya,

Majelis Pertimbangan Anak Cabang merupakan mitra Pimpinan

Anak Cabang dalam menggerakkan partai di tingkat Anak

Cabang.

Anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang adalah tokoh ma-

syarakat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik dan

peduli pada perjuangan penegakan syariah.

Anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang sekurang-kurangnya

3 (tiga) orang dan sedapat mungkin merepresentasikan Wali

Amanah dan/atau tokoh gerakan Islam di Kecamatan setempa

vang dipilih dalam Musyawarah Anak Cabang.

Majelis Pertimbangan Anak Cabang berwenang dan bertugas :

a. Memantau pelaksanaan kebijakan partai sesuai arahan Majelis
Pertimbangan Cabang.

b. Memberikan saran, pertimbangan, dan nasehat kepada Pimpi-
nan Anak Cabang;

Susunan Majelis Pertimbangan Anak Cabang, yaitu:

a. Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang terdiri dari Ketua
dan Sekretaris;

b. Sekurang-kurangnyal (satu) orang Anggota;

Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Anak

Cabang adalah 5 (lima) tahun.

Majelis Pertimbangan Anak Cabang menyelenggarakan rapat

sesuai keperluan, atau bersama Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 17
Pimpinan Anak Cabang
Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah pimpinan partai yang
menggerakkan kepemimpinan partai di tingkat Kecamatan,
dengan ketentuan:
a. Personalia Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :

1). Pimpinan Harian yaitu: Sekurang-kurangnya Ketua,
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Sekretaris, dan Bendahara;
2). Dan dapat ditambah Ketua-Ketua dan Anggota Sekst;

b. Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh
Musyawarah Anak Cabang.
c. Masa jabatan Pimpinan Anak Cabang adalah 5 (lima) tahun

Tugas dan Kewajiban :

a. Melaksanakan semua ketetapan Musyawarah Anak Cabang
dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di
Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan
ditembuskan kepada Pimpinan Cabang.

b. Mewakili partai dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan
pihak eksternal di cabangnya.

¢. Ketentuan dan wewenang lainnya diatur dalam Pedoman Or-
ganisasi partai

BAB VI
PIMPINAN RANTING,
KOORDINATOR RUKUN WARGA & RUKUN TETANGGA

Pasal 18
Pimpinan Ranting
Pimpinan Ranting (PR) adalah kepemimpinan partal yang ruang
lingkupnya tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang se-
tingkat, dengan ketentuan:

a. Personalia Pimpinan Ranting, terdiri dari :
1) Pimpinan Harian terdiri dari: Ketua, Wakil
Qekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara; dan
2) Dan dapat ditambah beberapa orang Ketua dan Anggota
Urusan.
b. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh
Musyawarah Ranting.
¢. Masa jabatan Pimpinan Ranting adalah 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kembali.

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Ranting adalah melaksanakan
ketetapan Musyawarah Ranting dan membuat laporan tertulis
tentang perkembangan Partai di Kelurahannya masing-masing
atau sebutan lain yang setingkat, sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan
ditembuskan kepada Pimpinan Cabang.

Ketua,
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Pasal 19
Koordinator Rukun Warga

Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat adalah

kepemimpinan partai vang mempunyai ruang lingkup tingkat

rukun warga atau sebutan lain yang setingkat, dengan ketentuan :

a. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang
setingkat, yaitu: Sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan beberapa orang anggota.

b. Personalia Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang
setingkat diusulkan oleh Pimpinan Ranting dan ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.

c. Masa Jabatan Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain
vang setingkat adalah 5 (lima) tahun.

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Koordinatur Rukun Warga

adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Warga

dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di

lingkungannya masing-masing atau sebutan lain vang setingkat,

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada

Pimpinan Ranting dan ditembuskan kepada Pimpinan Anak

Cabang.

Pasal 20
Koordinator Rukun Tetangga

Koordinator Rukun Tetangga adalah kepemimpinan partai yang

mempunyail ruang lingkup tingkat rukun tetangga atau sebutan

lain yang setingkat, dengan ketentuan :

a. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang
setingkat, yaitu: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa
anggota.

b. Personalia Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang
setingkat diusulkan oleh Koordinator Rukun Warga dan ditetap-
kan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

c. Masa Jabatan Koordinator Rukun Tetangga adalah 5 (lima) ta-
hun.

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Koordinator Rukun Tetangga

adalah melaksanakan ketetapan Musyawarah Rukun Tetangga

dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di

lingkungannya masing-masing atau sebutan lain yang setingkat,

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada

Koordinator Rukun Warga dan ditembuskan kepada Pimpinan

Ranting.
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BAB VII
SYARAT DAN IKRAR
PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 21
Syarat Personalia Pimpinan Partai
Pimpinan Partai adalah anggota biasa atau anggota kader atau
anggota teras yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Taat dan Tertib melaksanakan ibadah mahdhoh;

Mampu membaca Al-Qur’an secara fasih;

Mampu menjadi imam shalat lima waktu;

Memiliki wawasan yang luas;

Mampu meninggalkan prilaku yang tidak bermanfaat;

Tokoh Masyarakat;

Bersikap adil dalam mengambil keputusan.

Memiliki wawasan ke-Islaman, terutama yang terkait ke-

hidupan berbangsa dan bernegara.

Menampilkan keteladanan yang mendekati akhlak Nabi

seperti:

1) Jujur (shiddig), tidak terkait dengan perilaku tercela seperti
kebohongan (dusta) publik atau penipuan terhadap ummat.

2) Terpercava (amanah), secara langsung atau tidak langsung
tidak terkait dengan kasus penyalahgunaan jabatan.

3) Aktif aspiratif (fabligh), berani menyuarakan aspirasi umat
yvang sesuai dengan tuntunan Islam.

4) Cerdas (fathonah),memiliki ilmu dan kemampuan (kapabili-
tas) sesuai bidangnya.

Pimpinan Partai jika menyangkut hal-hal yang lebih khusus dan

terukur diuraikan dalam Pedoman Organisasi.

P the o op
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Pasal 22
Ikrar Personalia Dewan Pimpinan Partai

Sebelum memangku jabatannya, setiap personalia Dewan Pimpinan

Partai berikrar sebagal berikut :

Bismillahir rahmaani rrahiem

Astaghfirullaah al azhim 3x
Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna
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muhammadan rasulullah
Radliitu billahi Rabba wa bil-Islami Diina wa bi
Muhammadin
Nabiyyan wa Rasuula
Demi Allah. Saya berikrar, bahwa saya bertekad untuk
menempuh perjuangan politik di jalan Allah melalui
PARTAI BULAN BINTANG.

Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan
tanggung jawab sebagai pimpinan partai dengan
sungguh-sungguh,berlaku benar, jujur, ikhlas dan adil,
berpedoman pada Al Qur’an dan Hadits Nabi, keletapan-
ketetapan Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai
lainnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu
wa ta’ala.

Allahu Akbar — Allahu Akbar - Allahu Akbar

BAB VIII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERSONALIA
DAN PEMBEKUAN
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 23
Pergantian Antar Waktu Personalia Dewan Pimpinan Partai

(1) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai, selanjutnya
disingkat PAW Personalia adalah pengisian jabatan atau jabatan-
jabatan kepemimpinan yang lowong karena personalia (fungsion-
aris) yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, sebelum
periode kepemimpinan yang bersangkutan berakhir, oleh karena
salah satu sebab sebagai berikut :

a. Meninggal dunia; |

b. Mengundurkan diri;

c. Pindah tempat tinggal ke daerah lain yang tidak mungkin
baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;

d. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau peraturan
partai diharuskan melepaskan kepemimpinan / keanggotaan
partai;

e. Diberhentikan oleh Pimpinan Partai.

(2) Dalam hal Ketua Majelis Syura, Ketua Umum Pimpinan Pusat
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berhalangan tetap dipilih seorang Ketua Majelis Syura dan/atau

Ketua Umum Pimpinan Pusat pengganti dengan ketentuan :

a. Rapat Pleno menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Syura
dan/atau Pejabat Ketua Umum yang ditugaskan untuk :

1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai
berakhirnya periode Dewan Pimpinan Pusat apabila sisa
masa jabatan Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum
yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas)
bulan; atau

2) Menyelenggarakan Musyawarah Dewan Partai apabila sisa
masa jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap lebih
dari 18 (delapan belas) bulan.

b. Musyawarah Dewan Partai yang dimaksud pada huruf
a ayat ini, mempunyai wewenang untuk menentukan
penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa yang khusus untuk
memilih Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat.

c. Muktamar Luar Biasa yang dimaksud pada huruf b ayat ini
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.

d. Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat
yang terpilih dalam Muktamar Luar Biasa, hanya menyele-
saikan sisa masa jabatan periode Ketua/Ketua Umum yang
berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Anggota Majelis Syura dinyatakan tidak memenuhi
syarat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka rapat
majelis syura mengesahkan pemberhentian yang bersangkutan,
sekaligus mengangkat pengganti anggota majelis syura.

(4) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Ketua
Pimpinan Wilayah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua
pengganti dengan ketentuan:

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri
oleh utusan Pimpinan Pusat untuk menetapkan seorang
Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Pejabat
Ketua Pimpinan Wilayah yang ditugaskan untuk :

1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakh-
irnya periode Dewan Pimpinan Wilayah apabila sisa masa
jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (dela-
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pan belas) bulan; atau

2) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang
khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan
Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas)
bulan.

b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a
ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat
Pleno.

c¢. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa,
hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang
berhalangan tetap.

(5) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan/atau Ketua
Pimpinan Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua
pengganti dengan ketentuan:

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri
oleh utusan Pimpinan Wilayah untuk menetapkan seorang
Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan/atau Pejabat
Ketua Pimpinan Cabang yang ditugaskan untuk :

1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakh-
irnya periode Dewan Pimpinan Cabang apabila sisa masa
jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (dela-
pan belas) bulan; atau

2) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang
khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan
Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas)
bulan.

b. Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf
a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam
Rapat Pleno.

¢. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa,
hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang
berhalangan tetap.

(6) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan/atau
Ketua Pimpinan Anak Cabang berhalangan tetap, maka dipilih
seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang yang
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dihadiri oleh utusan Pimpinan Cabang untuk menetapkan
seorang Pejabat Ketua yang ditugaskan untuk :

1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhir-
nya periode Dewan Pimpinan Anak Cabang apabila sisa
masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18
(delapan belas) bulan; atau

2) Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa ja-
batan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan
belas) bulan.

b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada
huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua
dalam Rapat Pleno.

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah anak Cabang Luar
Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua
yang berhalangan tetap.

(7) Dalam hal Ketua Pimpinan Ranting berhalangan tetap, maka
dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting yang dihadiri
oleh utusan Pimpinan Anak Cabang untuk menetapkan se-
orang Pejabat Ketua yang ditu gaskan untuk :

1) Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhir-
nya periode Dewan Pimpinan Ranting apabila sisa masa
jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18
(delapan belag) bulan; atau

2) Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa yang
khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan
Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas)
bulan.

b. Musyawarah Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a
ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat
Pleno.

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Ranting Luar Biasa,
hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang
berhalangan tetap.

(8) PAW Personalia terhadap para fungsionaris Pimpinan Harian
pada Pimpinan Partal dilaksanakan melalui pemilihan dan
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penetapan dalam Rapat Harian yang dikukuhkan dalam Rapat
Pleno masing-masing sesuai tingkatan.

(99 PAW personalia Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan
dilakukan melalui rapat harian yang dikukuhkan dalam rapat
pleno masing-masing sesuai tingkatan.

(10) PAW terhadap pimpinan (selain Ketua) dan Majelis Pertimbangan
Wilayah/Majelis Pertimbangan Cabang/Majelis Pertimbangan
Anak Cabang/Majelis Pertimbangan Ranting dilaksanakan
melalui pemilihan dan penetapan dalam rapat majelis sesuai
masing-masing tingkatan.

(11) PAW Personalia terhadap anggota Departemen/Biro/Bagian/Seksi/
Urusan diusulkan oleh Ketua Departemen/Biro/Bagian/Seksi/
Urusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya
masing-masing.

(12) Tata cara PAW Personalia, diatur lebih lanjut dalam Pedoman
Organisasi.

Pasal 24
Pembekuan Susunan Dewan Pimpinan Partai
(1) Pembekuan Susunan Pimpinan Partai selanjutnya disebut

Pembekuan adalah pencabutan Surat Keputusan Susunan dan

Personalian Pimpinan Partai oleh karena salah satu sebab berikut :

a. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya,
ternyata lebih dari setengah jumlah personalia dewan
pimpinan partai yang mengundurkan diri.

b. Berdasarkan data dan evaluasi dewan pimpinan partai di
atasnya lebih dari dua pertiga personalia dewan pimpinan
partai yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga bulan
terakhir tidak menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.

c. Dewan Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan
terlibat dalam perselisihan di antara para fungsionarisnya
ataupun perselisihan dengan lebih dari setengah jumlah
tingkat dewan Pimpinan Partai di bawahnya selama lebih dari
tiga bulan yang mengganggu kelancaran tugas partai.

(2) Tata cara Pembekuan SusunanDewan Pimpinan Partai diatur
lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

BAB IX
WALI AMANAH

56 Hasil Muktamar |V Partai Bulan Bintang

Pasal 25
Wali Amanah
Wali Amanah merupakan organisasi dakwah / organisasi kemasya-
rakatan Islam yang melalui eksponennya ikut mendirikan PARTAI
BULAN BINTANG dan/atau organisasi yang mendukung perjuangan
penegakan Syariah.

Wali Amanah berperan:

(1) Mengawasi penerapan ideologi dan pencapaian tujuan partai.

(2) Memberikan nasehat, saran dan masukan kepada Partai.

(3) Turut aktif dalam memenangkan Partai Bulan Bintang dalam
Pemilihan Umum.

(4) Melakukan pengkajian masalah-masalah yang berkenaan dengan
gyariat Islam untuk disampaikan kepada partai.

(5) Sebagai salah satu sumber penyedia personalia dewan pimpinan
partai disemua tingkatan.

(6) Turut memberikan pertimbangan terhadap Bakal Calon Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat

BABX
BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS

Pasal 26
Badan Otonom

(1) Badan Otonom adalah lembaga yang bersifat mandiri yang
merupakan perangkat pendukung mutlak partal yang dibentuk
dan bertanggung jawab pada musyawarah yang diatur oleh
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dari Badan Otonom
vang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Partai.

(2) Badan Otonom dimaksud adalah :

Pemuda Bulan Bintang,

Muslimat Bulan Bintang,

Brigade Hizbullah,

Bulan Sabit Merah,

Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Ummat,

Korps Mubaligh Indonesia,

Dapur Da’i Nusantara (Da’ina).

Lembaga Tamyiz Indonesia,

Dapur Zakat Nusantara

M
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Bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk
Badan Otonom lainnya;
Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing.

Pasal 27

Badan Khusus
Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program
strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab
langsung kepada Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatannya
yang menangani.
Badan Khusus antara lain :
a. Majelis Pakar,
h. Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU),
c. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang),
d. Badan Pengelola Pengaderan (BP2).
Bila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk
Badan Khusus sesuai kebutuhan.
Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus diatur dalam
Pedoman Dasar masing-masing yang disahkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.

BABXI
KODE ETIK PARTAI
Pasal 28
Kode Etik
Kode Etik adalah mnorma-norma atau aturan-aturan yang

merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal
yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota
partai dalam men-jalankan tugas selaku anggota, pimpinan dan
pejabat publik dari partai.

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kerhormatan dan citra
kredibilitas anggota partai dan Partai Bulan Bintang, serta
membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang,
tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, partai,
masyarakat dan konstituennya.

Dewan Pimpinan Pusat menyusun dan mengesahkan Kode Etik.
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BAB XII
FORUM MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29
Forum Musyawarah

Musyawarah Partai terdiri dari :

Muktamar

Muktamar Luar Biasa

Musyawarah Dewan Partai

Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang Luar Biasa

Musyawarah Anak Cabang

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting Luar Biasa

Musyawarah Koordinator Rukun Warga
. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga

Musyawarah lainnya

BRERTEERMO LS TP

Pasal 30
Muktamar

(1) Status Muktamar sebagai berikut :

a. Muktamar merupakan forum kedaulatan tertinggi yang
menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Nasional

b. Muktamar diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, para utusan
Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Badan
Otonom tingkat Nasional, Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI
atau Anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, Wali Amanah
dan Peninjau.

c. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3) Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan
Muktamar dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Muktamar dapat
dilaksanakan oleh lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah
yang menginginkannya.

(4) Muktamar berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
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b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan ketetapan
lainnya.

c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura.

d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar diatur dalam Tata

Tertib Muktamar.

Pasal 31
Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan
Muktamar.

(2) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas usul tertulis
dari separuh lebih jumlah DPW.

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah
diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan dalam jangka waktu
tiga puluh hari Dewan Pimpinan Pusat tidak menyatakan sikapnya
untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa, maka Muktamar
Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar Luar Biasa diatur dalam
Tata Tertib Muktamar Luar Biasa.

Pasal 32
Musyawarah Dewan Partai
(1) Status Musyawarah Dewan Partai, sebagai berikut :

a. Musyawarah Dewan Partai merupakan forum tertinggi di
bawah Muktamar.

b. Musyawarah Dewan Partai diikuti Dewan Pimpinan Pusat,
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Badan Otonom tingkat
Nasional atau yang mewakili.

¢. Musyawarah Dewan Partai diselenggarakan sewaktu-waktu
bila dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Musyawarah Dewan Partai berwenang melakukan :

a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan partai.

b. Menetapkan kebijakan yang bersifat startegis dan berimplikasi
Nasional yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Dewan Partai diatur
dalam Tata Tertib Musyawarah Dewan Partai.
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Pasal 33
Musyawarah Wilayah

Status Musyawarah Wilayah sebagai berikut :

a. Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi partai
tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir
partai tingkat wilayah.

b. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah,
para utusan Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Badan Otonom
tingkat wilayah, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau
Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang
tergabung dalam Fraksi DPRD Provinsi, dan Peninjau.

c¢. Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

Musyawarah Wilayah berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan
Wilayah.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat wilayah yang
merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi
atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah, dan
merupakan penjabaran program kerja tingkat nasional.

¢. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah
dan Ketua Pimpinan Wilayah.

Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur

dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah.

Pasal 34
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyal wewenang yang
sama dengan Musyawarah Wilayah.
Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan
Pimpinan Wilayah atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah
Dewan Pimpinan Cabang.
Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua)
sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam
jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Wilayah tidak
menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah
Wilayah Luar Biasa, maka Musyawarah Wilayah Luar Biasa
dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa
diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
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Pasal 35
Musyawarah Cabang

Status Musyawarah Cabang sebagai berikut :

a. Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat
cabang yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai
tingkat cabang.

b. Musyawarah Cabang diikuti cleh Dewan Pimpinan Cabang,
utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Badan Otonom
tingkat cabang, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kab/Kota
atau Anggota DPR Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang yang
tergabung dalam Fraksi DPRD Kab/Kota, dan Peninjau.

¢. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) ta-
hun.

(2). Musyawarah Cabang berwenang :

(4)

(1)

(2)

(3)
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a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan
Cabang.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat cabang yang
merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas
aspirasi yang berkembang pada tingkat cabang, dan merupakan
penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.

c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang
dan Ketua Pimpinan Cabang,

Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang diatur dalam
Tata Tertib Musyawarah Cabang.

Pasal 36
Musyawarah Cabang Luar Biasa

Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang
sama dengan Musyawarah Cabang.

Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan
Pimpinan Cabang atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah
Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua)
sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan dalam
jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Cabang tidak
menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah
Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat
diselenggarakan oleh para pengusul.
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(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa
diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 37
Musyawarah Anak Cabang
(1) Status Musyawarah Anak Cabang sebagai berikut :

a. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum tertinggi partai
tingkat Kecamatan yang menjadi penentu dan pemutus
terakhir partai tingkat Kecamatan.

b. Musyawarah Anak Cabang diikuti oleh Pimpinan Anak
Cabang, utusan Dewan Pimpinan Ranting, Badan Otonom
tingkat Anak Cabang, dan Peninjau.

¢. Musyawarah Anak Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

(2) Musyawarah Anak Cabang berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat anak cabang
yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi
atas aspirasi yang berkembang pada tingkat anak cabang dan
merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi
di atasnya.

¢. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Anak
Cabang danKetua Pimpinan Anak Cabang.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang diatur
dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 38
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

(1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang
yang sama dengan Musyawarah Cabang.

(2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh
Pimpinan Anak Cabang atas usul tertulis dari separuh lebih
jumlah Pimpinan Ranting.

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua)
sudah diajukan kepada Pimpinan Anak Cabang dan dalam jangka
waktu tiga puluh hari Pimpinan Anak Cabang tidak menyatakan
sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang
Luar Biasa, maka Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat
diselenggarakan oleh para pengusul.
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(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang Luar
Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang Luar
Biasa.

Pasal 39
, Musyawarah Ranting
(1) Status Musyawarah Ranting sebagai berikut :

a. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat
Kelurahan atau sebutan lain yang setingkat yang menjadi
penentu dan pemutus terakhir partai tingkat Kelurahan.

b. Musyawarah Ranting diikuti oleh Koordinator Rukun Warga
atau sebutan lain yang setingkat.

c. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

(2) Musyawarah Ranting berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Kelurahan atau
sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas per-
masalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang
pada tingkat Kelurahan/Desa/Nagari dan merupakan penjaba-
ran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.

c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting diatur dalam

Tata Tertib Musyawarah Ranting.

Pasal 40
Musyawarah Ranting Luar Biasa

(1) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang
sama dengan Musyawarah Ranting.

(2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan
Ranting atas usul tertulis dari separuh lebih jumlah Koordinator
Rukun Warga atau sebutan lain yang setingkat.

(3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah
diajukan kepada Pimpinan Ranting dan dalam jangka waktu tiga
puluh hari Pimpinan Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk
menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka
Musyawarah dimaksud dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa
diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting Luar Biasa.
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Pasal 41
Musyawarah Koordinator Rukun Warga
(1) Status Musyawarah Koordinator Rukun Warga sebagai berikut :

a. Musyawarah Koordinator Rukun Warga merupakan forum
tertinggi partai tingkat Rukun Warga atau sebutan lain yang
setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai
tingkat Rukun Warga.

b. Musyawarah Koordinator Rukun Warga diikuti oleh
Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat.

¢. Musyawarah Koordinator Rukun Warga diadakan 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Koordinator Rukun Warga berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Koordinator Rukun
Warga.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Rukun Warga
atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi
atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang
berkembang pada tingkat Rukun Warga dan merupakan
penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.

¢. Memilih dan menetapkan Koordinator Rukun Warga.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Koordinator Rukun

Warga diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Koordinator Rukun

Warga.

Pasal 42
Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga
(1) Status Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga sebagai berikut :

a. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga merupakan forum
tertinggi partai tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain
yang setingkat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir
partai tingkat Rukun Tetangga.

b. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga diikutioleh Anggota
Partai dilingkungan Rukun Tetangga.

c. Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga diadakan 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Koordinator Rukun Tetangga berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Koordinator Rukun
Tetangga.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat Rukun Tetangga
atau sebutan lain yang setingkat yang merupakan solusi atas
permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkem-
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bang pada tingkat Rukun Tetangga dan merupakan penjaba-
ran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
¢. Memilih dan menetapkan Koordinator Rukun Tetangga.
Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Koordinator Rukun
Tetangga diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Koordinator
Rukun Tetangga.

Pasal 43

Musyawarah Kerja
Di luar Muktamar dan Musyawarah Dewan Partai, Dewan Pim-
pinan Pusat dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah
Kerja Nasional yang diikuti oleh Badan Otonom tingkat nasional,
Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI atau Anggota DPR RI dar1
Partai Bulan Bintang, dan Dewan Pimpinan Wilayah.
Di luar Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah dalam
setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah yang
diikuti oleh Badan Otonom tingkat wilayah, Fraksi Partai Bulan
Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai
Bulan Bintang, dan Dewan Pimpinan Cabang.
Di luar Musyawarah Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dalam
setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang yang
diikuti oleh Badan Otonom tingkat cabang, Fraksi Partai Bulan
Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPRD Kab/Kota dari
Partai Bulan Bintang, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
Diluar Musyawarah Anak Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang
dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Anak
Cabang yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Ranting dan Badan
Otonom tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang setingkat.
Di luar Musyawarah Ranting, Dewan Pimpinan Ranting dalam
setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting yang
diikuti oleh Koordinator Rukun Warga dan Koordinator Rukun
Tetangga.

Pasal 44
Rapat-rapat
Setiap saat yang dianggap perlu: Majelis Syura, Pimpinan Pusat,
Mahkamah Partai, Badan Otonom/Khusus tingkat Pusat; Majelis
Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, Badan Kehormatan
Wilayah, Badan Otonom/Khusus tingkat Wilayah; Majelis Pertim-
bangan Cabang, Pimpinan Cabang,Badan Kehormatan Cabang,
Badan Otonom/Khusus tingkat Cabang; Majelis Petimbangan
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(2)

Anak Cabang/Ranting, Pim-pinan Anak Cabang/Ranting, Pimpi-
nan Ranting, Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain yang
setingkat dan Koordinator Rukun Tetangga atau sebutan lain
yang setingkat pada tingkatan masing-masing, dapat mengada-
kan rapat-rapat.

Rapat-rapat terdiri dari :

a. Rapat Pleno yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing-
masing vang dihadiri oleh Majelis Syura, Pimpinan Pusat,
Mahkamah Partai, Badan Otonom Tingkat Nasional dan
Fraksi atau Anggota DPR RI dari PARTAT BULAN BINTANG:;
atau Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah,
Badan Kehormatan Wilayah, Badan Otonom tingkat Wilayah,
Fraksi atau Anggota DPRD Provinsi dari PARTAI BULAN
BINTANG; atau Majelis Pertimbangan Cabang;, Pimpinan
Cabang, Badan Kehormatan Cabang, Fraksi atau Anggota
DPRD Kabupaten/Kota dari PARTAI BULAN BINTANG; atau
Majelis Pertimbangan Anak Cabang, Pimpinan Anak Cabang.

b. Rapat Konsultasi yaitu rapat pimpinan partai dengan Wali
Amanah, dan/atau Majelis Pakar atau Majelis Penasehat
Partai sesuai tingkatannya, atau rapat antar unsur dalam
susunan kepemimpinan partai.

c. Rapat Majelis Syura yaitu rapat yang dihadiri oleh pimpinan
dan anggota Majelis Syura.

d. Rapat Majelis Pertimbangan yaitu rapat yang dihadiri
oleh pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan pada
tingkatannya masing-masing.

e. Rapat Dewan Pimpinan Partai yaitu Rapat Dewan Pimpinan
Partai pada tingkatan masing-masing yang dihadiri oleh
Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatan masing-masing.

f. Rapat Pimpinan Harian yaitu Rapat Pimpinan Partai pada
tingkatan masing-masing yang dihadiri oleh Pimpinan Harian
sesual tingkatan masing-masing.

g. Rapat Kompartemen yaitu Rapat Pimpinan Partai lintas
bidang pada tingkatan masing-masing.

h. Rapat Bidang yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkatan
masing-masing yang dihadiri oleh personalia bidang.

a. Rapat Koordinasi yaitu Rapat Pimpinan Partai yang diadakan
khusus dan dihadiri oleh pimpinan partai minimal satu tingkat
di bawahnya pada tingkatan masing-masing.

b. Rapat Teknis yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkatan
Koordinator Rukun Warga/Koordinator Rukun Tetangga.
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Pasal 45

Pengambilan Keputusan

Wilayah/Musyawarah Cabang/

Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Ranting/Rapat

Koordinator Rukun Warga/Rapat Koordinator Rukun Tetangga,

hanya sah bila dihadiri lebih dari % (setengah) jumlah peserta

yang memiliki hak suara.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

tidak memenuhi quorum, maka ditunda paling lama 1 x 24 (satu

kali dua puluh empat) jam.

Dalam pengambilan Keputusan :

2. Pada Muktamar: Majelis Syura, Mahkamah Partai, Pimpinan
Pusat, Badan Otonom tingkat Nasional, Fraksi Partai Bulan
Bintang DPR RI atau Anggota DPR RI dari Partai Bulan
Bintang, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang
masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak
suara.

b. Pada Musyawarah Wilayah: Majelis Pertimbangan Wilayah,
Badan Kehormatan Wilayah, Pimpinan Wilayah, Badan
Otonom tingkat provinsi, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD
Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan
Bintang, Dewan Pimpinan Cabang, masing-masing unsur
sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.

c. Pada Musyawarah Cabang: Majelis Pertimbangan Cabang,
Badan Kehormatan Cabang, Pimpinan Cabang, Badan Otonom
tingkat Kabupaten/Kota, Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD
Kabupaten/Kota atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari
Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Anak Cabang masing-
masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.

d. Pada Musyawarah Anak Cabang: Majelis Pertimbangan,
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting masing-masing
unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.

e. Pada Musyawarah Ranting:, Pimpinan Ranting, utusan
Koordinator Rukun Warga dan Koordinator Rukun Tetangga,
masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak
suara.

Rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari % (setengah) jumlah

peserta yang memiliki hak suara.

Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat sebagaimana pada

ayat (4) dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
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Apabila setelah rapat ditunda 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ternyata yang hadir belum cukup quorum, maka
rapat dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. ,
Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (6) ternyata
yang hadir belum cukup quorum, maka rapat dapat dilanjutkan
dan dinyatakan sah.

Semua ketetapan Muktamar/Musyawarah Wilayah/Musyawarah
Cabang/Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Ranting dan
keputusan Musyawarah Kerja Nasional/Wilayah/Cabang/Anak
Cabang/Ranting/Rapat-rapat dapat dilakukan secara musyawarah
dan mufakat.

Bila secara musyawarah/mufakat tidak dapat ditetapkan, maka
kep}ltusan dapat diserahkan kepada pimpinan, dengan memper-
hatikan pendapat-pendapat yang ada dan/atau keputusan dilaku-
kan dengan suara terbanyak (voting)

(10) Keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1)

(1)

(2)

(4)

dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh se-
mua Pihak terkait.

Pasal 46

Urutan Keputusan
Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak boleh bertentangan
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan
Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau
ketetapan Musyawarah Dewan Partai.
Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Wilayah tidak boleh berten-
tangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan
Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau
ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpi-
nan Pusat, dan ketetapan Musvawarah Wilayah.
Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Cabang tidak boleh berten-
tangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan
Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau
ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpi-
nan Pusat, keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, dan ketetapan
Musyawarah Cabang.
Keputusan Rapat Pimpinan Anak Cabangtidak boleh bertentangan
Al}ggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar
lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan
Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat,

Hasil Muktamar IV Partai Bulan Bintang 69



Lo A

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)
3)

70

keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan
Cabang dan ketetapan Musyawarah Anak Cabang.

Keputusan Rapat Pimpinan Ranting tidak boleh bertentangan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar
lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan
Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat,
keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan
Cabang, keputusan Pimpinan Anak Cabang dan ketetapan
Musyawarah Ranting.

Keputusan Rapat Koordinator Rukun Warga atau sebutan lain
vang setingkat tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Ang-
garan Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan
Muktamar Luar Biasa dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan
Partai, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, keputusan Dewan
Pimpinan Wilayah, keputusan Dewan Pimpinan Cabang, keputu-
san Pimpinan Anak Cabang dan keputusan Pimpinan Ranting.
Keputusan Rapat Koordinator Rukun Tetangga tidak boleh ber-
tentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa
dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, keputusan Dewan
Pimpinan Pusat, keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, keputusan
Dewan Pimpinan Cabang, keputusan Pimpinan Anak Cabang,
keputusan Pimpinan Ranting dan keputusan Rapat Koordinator
Rukun Warga.

Keputusan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan ke-
putusan Rapat Pleno.

BAB XIII
PEJABAT PUBLIK

Pasal 47
Pejabat Publik

Yang dimaksud dengan jabatan publik adalah semua jabatan
menurut peraturan perundang-undangan, baik dalam lembaga
negara dan/atau lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non
kementerian, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah.

Pejabat Publik setingkat Kabupaten/Kota Provinsi diputuskan
atau direkomendasikan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
Syarat Umumdan Khusus, mekanisme rekrutmen, serta ketentuan
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lainnya mengenai Jabatan dan Pej ik di

jabat Publik d i :
dallam Pedoman Organisasi. R
P.e]abgt publik _men_erapkan pola hidup sederhana, menjunjun
tinggi Kode Etik, tidak menyalah gunakan kekuasaan/jabat: .
untuk memperkaya diri sendiri dan/atau pihak lain. o

BAB XIV
FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 48
. ' Fraksi Partai
lli‘raksn Partai atau anggota legislatif dari Partai adalah perpan-
jangan tangan ?artal (?1 masing-masing tingkat lembaga legislatif.
Anggota_Frak51 Pax"tg: a?;a.u anggota legislatif dari Partai wajil;
fnemper]ual}gkan visi, misi, Khittah Perjuangan Partai dan kebi
jakan Partai serta aspirasi rakyat. :
Fraksi Partai atau an islati i i
ggota legislatif dari Partai tunduk

Ketetapan Muktam i 1 st
iy ar, Kode Etik Partai dan Ketetapan partai
Fraksi Partai atau anggota legislatif dan pejabat publik lainnya

melakukan kewajiban keu :
Muktamar. ] angan sesuai dengan ketetapan

BAB XV
KEUANGAN& KEKAYAAN

Pasal 49
U Kia(:lal}gan, Kekayaan dan Pengelolaan
ang pangkal, iuran anggota, dan infaq diatu : iri
melalui ketetapan Muktamar. R
Telkms pepgaturan dan pemanfaatan uang hasil usaha yang halal
;)amnya diatur secara tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat
ana sumbangan pemerintah melalui APBN/APBD wajib di :
we :
kan untuk kepentingan partai. g
Pengelolaan keuangan dan kekayaan partai dilakukan
transparan dan profesional.
Kekayaan berupa b i i
& dl}; 5 pa benda tidak bergerak dikelola oleh badan ter-
Pengelolaan keuangan Partai dilak
ukan dengan membuat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (APBP) setiap tahun

secara
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Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Partai dibuat dalam sistem
akutansi keuangan Partai.

BAB XVI
ATRIBUT PARTAI

Pasal 50
Atribut Partai
Atribut Partai terdiri dari : Panji, Lambang, Bendera, Mars dan
Hymne, Kartu Tanda Anggota, Pakaian Seragam, dan lain-lain-
nya.
Ketentuan tentang penggunaan atribut diatur dalam Pedoman
Organisasl.

BAB XVIL
PERSELISIHAN

Pasal 51

Perselisihan
Perselisihan antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar
Pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan
Badan Kehormatan Partai sesual tingkatannya.
Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman
Beracara yang ditetapkan oleh DPP.
Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini
mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan Ketentuan
Kode Etik dan Pedoman Beracara.

BAB XVIII
ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Aturan Peralihan

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Anggaran
Rumah Tangga ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga ini harus diadakan penyesuaian paling
lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah
Tangga ini.

Pelaksanaan Muktamar berikutnya diselenggarakan sebelum
pelaksanaan Muswil dan Muscabyang untuk pertama kalinya
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